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DI TINGKAT TAPAK-1
(Kasus Ekosistem Tesso Nilo, Riau)



Dengan kriteria pemodal/cukong adalah individu yang menguasai kebun sawit
lebih 25 Ha, diperoleh informasi (nama-nama diketahui) dan pemetaan
lokasinya:

« Teridentifikasi 150 area kepemilikan sawit di dalam TNTN

« Teridentifikasi 64 area kepemilikan sawit di eks HPH PT HSL

» Teridentifikasi 36 area kepemilikan sawit di konsesi eks PT SRT

Indikasi Kepemilikan Sawit

di TN Tesso Nilo,

Eks PT. Siak Raya Timber, dan
Exs PT. Hutani Sola Lestari




Beberapa

kelompok
diidentifikasi

Hutan Tersisa
Luas Perambahan
Tertanam Sawit
Lahan Kosong

-+ 23.000 Ha
-+ 58.000 Ha
-+ 33.000 Ha
-+ 25.000 Ha
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@ | » Ekosistem Tesso Nilo

. Kete- Kawasan Hutan
d NO Nama Kebun = - APL Luas
rangan [HP HPT HPK
| 1PT.AgritaSariPrima  |HGU [ 1028 | 255 7454 | 8,737
_2/PT. Citra Riau Sarana___|HGU | 261, | {2,206 | 2,467 |
11 Perusahaan ~ 3/PT. Gatipura Mulya HGU | 94 1049| 16 1,159
|4 PT. Inti Indosawit Subur _|HGU | | 4524 4,524
K 'b K 1 5 PT. Langgam Inti Hibrindo |HGU 724 | 6,213 6,937
eoun e apa 6/PT. Mitra Unggul Pusaka [HGU | 257 449 | 13177 | 13884
S E 7\PT. Musim Mas HGU 29| 44 1| 8962 9,036
SaWIt dl 8 PT. Parawira | | 0.0 0.6 0.7
lJ'P[, Peputra Supra Jlaya | 5,685 | 694 3,223 | 7983 | 17,585
. 10/PT, Tesso Sepakat 1,292 | 196 219 1,707
Sekltar 11PT. Wanajingga Timur  |HGU 158 | | 368 | 3,630 | 4,156

Revitalisasi

Ekosistem
Tesso Nilo

Eks HPH
PT. Siak Raya Timber

\‘\
Taman Nasional Tesso Nilo Td'

ks HPH
PT. Hutall Sola Lestan

N \
TS5

Koridor RAPP Fungsi HPK
ws Koridor RAPP Baserah - Ukui APL HPT

ex-logging HP [ KsAKPA
l I Ekosistem Tesso Nilo

Sumber:
Eks HPH HSL dan SRT ; Baplan, Kemenhut 2011

RBI, BIG 2013

[:] ,"Mf“ HGUY P P Y - Peta Kawasan Hutan Riau SK 878/Menhut-11/2014




ANALISIS PENYEBAB
DEFORESTASI
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LilaJuniyanti (2020)

Eigenvector Centrality Pelaksanaan Deforestasi

Powerful actor adalah aktor yang memiliki relasi dengan aktor-aktor penting dalam jaringan. Relasiini
tidak melihat jumlah relasi namun seberapa penting aktor lain yang berelasi dengan aktor tersebuit.
Node berwarna merah adalah aktor dengan nilai sentralitas eigen tertinggi, semakin besar node maka
nilai sentralitas semakintinggi.
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Pada periode 2015-2017, Aktivis Petani 1 menjadi aktor yang paling kuat karena memiliki relasi dengan aktor-
aktor yang populer dalam jaringan. Relasi beberapa aktor yang terputus dan perubahan aktor yang terlibat
dalam jaringan menyebabkan Pejabat DesaA2 menjadi aktor yang paling kuat pada periode berikutnya
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2. Terpelihranya jaringan i
pengusaha—pejabat negara

fapangan kerja

P

3. Terpeliharanya jaringan
pengusaha—penegak hukum

4. Masalah integritas birokrasi

5. Penguatan posisi politik

perusahaan dengan kinerja
buruk.




DI TINGKAT TAPAK-2
(Pengalaman Lapangan)



Mencari kegiatan yg mudah diadministrasikan

o p={

0 4 . = . : : ==

g g « Tidak perlu koordinasi karena dapat diselesaikan oleh tusi sendiri

7’§ ng * Dasar kegiatan adalah tusi unit kerja; bisa ditetapkan tanpa tahu masalah di lapangan
|

E’ | » “Proyek” (dikerjakan pihak ketiga) lebih sesuai, apalagi “transaksi” dipertahankan

> 7

I
I
Kinerja : Kineria/
Administrasi | DL
| Fakta
:
I
I

Lapangan

Mencari kegiatan sesual dng masalah yg dihadapi—tahu lapangan

|
Harus koordinasi karena tusi sendiri tidak dapat mewujudkan perubahan kenyataan

|
Dasar kegiatan adalah tusi unit kerja; mempunyai network dng unit kerja lain

Birokrasi
—Unit M

Mengenali “subyek utama” (masy) sebagal pemanfaat utama (yg mimpi, pegang resiko)



Masalah Tata Kelola di Dinas (info lapangan)

DI TINGKAT TAPAK (pendekatan proyek)

1.

Ketidak-pastian hak (pendekatan
formal)

Ketidak-jelasan penanggung resiko
(subyek tidak jelas)

Kurangnya partisipasi masy
menimbulkan ketidak-pedulian thd
hutan

Keberhasilan ditentukan administrasi

Kurangnya pendampingan (tidak
berorientasi pada hasil)

AKIBAT DARI

\ Mind Set: Selama lebih 20 tahun
petugas di lapangan sudah biasa
bersandar pada pemegang izin

Ukuran Kinerja: Pertimbangan

keberhasilan mewujudkan

> output/outcome lebih kecil
daripada menyelesaikan

kebutuhan administrasi

Ingkari Makna Kegiatan:
Prosedur pelaksanaan

J pengawasan dilaksanakan tidak
sesuai dengan tujuan
pelaksanaannya




Perbaikan Tata Kelola di KPH (info lapangan)

DI TINGKAT TAPAK (inovasi yg berjalan)

1.

Memastikan siapa mengelola lokasi yang
mana—komunikasi

Memastikan siapa penanggung resiko

Partisipasi menentukan tujuan dan
harapan

Pemeliharaan hutan sepanjang waktu krn
resiko masy sendiri

Keberhasilan 100% krn resiko masy sendiri

Pendampingan untuk mengevaluasi &
menentukan inovasi-inovasi

\

AKIBAT DARI

Mind Set: Harus mengenali
subyek dan obyek secara
langsung (social mapping)

Ukuran Kinerja: Mewujudkan
output/outcome (dengan
sendirinya) oleh penanggung
resiko (masy)

Makna Kegiatan: Pengelolaan
hutan bertujuan membangun
modal social untuk menghasilkan
cita-cita subyeknya/masyarakat



BENTUK TRANSFORMASI
BIROKRASI (Pengalaman Lapangan)



BENTUK TRANSFORMASI - KERJASAMA MENGHA-
KELEMBAGAAN SILKAN OUTCOME

« TEKNOLOGI: Untuk proses
kerja & pengukuran kinerja

—akuntabilitas
PERAN PERAN
e » HAK ATAS SDA: Untuk
T ——
- TRANSFORMASI keterbukaan pasar yang
efisien
PERAN PERAN « MASY SIPIL: peningkatan
PEMERINTAH MASY SIPIL

peran masy, advokasi, dll

« PEMERINTAH/PEMDA:
orientasi pada hasil, bukan
hanya administrasi



Pemberian 1zin tidak dibatasi sesual kemampuan
pengawasannya, pengawasan yg ada difasilitasi pemegang 1zin,
pemberi 1zin cenderung tidak sejalan dengan Unit Kerja Gakkum

Tingkatan Koordinasi

A menentukan strategi pemerintah keseluruhan guna

| M menciptakan sistem terpadu menghasilkan outcome. Hasil

menetapkan prioritas pemerintah terkait pengarahan bersama

aktif untuk menetapkan prioritas dan kerangka kerja

koheren untuk tingkat yang lebih rendah

pengaturan parameter untuk organisasi

menggunakan penyesuaian tu-si organisasi C palan

untuk menyesuaikan kondisi lapangan a% 1nistrasi tidak

mencari kesepakatan untuk membuat organisasi men;haSﬂkan
outcome.

bekerja bersama mencapai tujuan

menghindari posisi tidak koheren antar lembaga S TR SR N

konsultasi dengan organisasi lain gl e € € € ey
rew (X 5 ES
komunikasi atau pertukaran data ! < . & ma81ng

masing

otonomi dalam domain kebijakannya sendiri




PERBAIKAN BIROKRASIvsUUCIPTA KERJA

Terlalu banyak kearah administrasi — | /-*KPE)

) Terlalu banyak kearah administrassi INTEGRASI Y  DUNIANYATA
Pemerintah Mengikuti P+P  KAPASITAS (OUTCOME)
Pemda ~ LEMBAGA e
Admi‘"iStraSi P KPH/LL Perhutanan Sosial sbg
ministrasi - c
(Output) 3 Manaj.SDA Tolok Ukur Kinerja ?
(Output) $
(Outcome)
\

Sumber: KPK (2018) 1
Perbaikan key Menuju single salary Multi-year budget untuk Integrasi system
performance indicators system= basis income mewujudkan fleksibilitas informasi untuk
kearah output yang tidak didasarkan watu belanja; serta pengendalian, cross
Bersama/outcome pada belanja kegiatan pengawasan kinerja yang check & alert

disesuaikan

Tetapi PP No 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengembalikan fungsi KPH sebagai lembaga
administrasi (UPTD) dan bukan lagi bekerja di tingkat tapak (forest management).




Terimakasih

HARIADI KARTODIHARDJO



